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Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun Anggaran 2024 

dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan untuk diemban oleh Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat I selama tahun 2024, dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. 

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mempunyai visi sebagaimana visi Direktorat 

Jenderal Pajak yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 

389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Pajak Tahun 2020 - 2024. Visi DJP adalah 

 

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 

Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 

Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 

Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkeadilan”. 

 

Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I mengacu pada misi 

Direktorat Jenderal Pajak, sehingga misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Barat I adalah 

 
“1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia; 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 

berintegritas, profesional, dan bermotivasi”. 
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Untuk mengevaluasi beberapa tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program serta 

kegiatan yang telah direalisasikan perlu dibuat dan disusun laporannya dalam bentuk 

Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan bentuk formal pertanggungjawaban Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat I dalam mengimplementasikan perencanaan strategis 

dimaksud. 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I ini diharapkan dapat 

memberikan informasi lengkap dan gambaran yang jelas serta transparan bagi semua 

pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah 

budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. 

 

 
Kepala Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat I, 

 

 

 

 

 

Ditandatangani secara elektronik 

Kurniawan Nizar 
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                                                    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berkedudukan di Bandung, 

menerapkan sistem administrasi modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah 

mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, 

evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam 

wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat I meliputi 2 (Dua) KPP Madya, 14 (Empat Belas) KPP Pratama dan 2 

(Dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 6 (Enam) 

Pos Pelayanan. Kantor-kantor instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat I adalah: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung 

2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara 

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas 

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 

7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis 

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur 

9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 

10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta 

11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang 

12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya 

13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi 

14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 

15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya 

16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

17. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Banjar 

18. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelabuhan Ratu 

Dibantu dengan 6 Pos Pelayanan, yaitu: 

a. Pos Pelayanan KPP Sumedang; 
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b. Pos Pelayanan KPP Cimahi di Lembang; 

c. Pos Pelayanan KPP Majalaya di Ciparay; 

d. Pos Pelayanan KPP Sukabumi di Cibadak Sukabumi; 

e. Pos Pelayanan KPP Tasikmalaya di Bantarkalong; 

f. Pos Pelayanan KPP Ciamis di Pangandaran. 

Diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat I, diharapkan akan mencapai sasaran sebagai berikut:  

• Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, 

• Tercapai tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, 

• Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. 

 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Wilayah 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, 

bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di 

bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Direktorat Jenderal Pajak; 

b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;  

c.  Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi 

perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer; 

d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi 

perpajakan; 

e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan 

dan pemantauan pengenaan; 

f.  Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan 

dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen; 
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g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;  

h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan; 

i.  Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan 

gugatan;  

j.  Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, 

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan 

keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;  

k.  Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, 

dan pengembangan sumber daya manusia.  

l.  Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;  

m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan  

n. Pelaksanaan administrasi kantor.  

 

Struktur organisasi Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 

2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Umum 

a. Subbagian Kepegawaian; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan 

d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan   

a. Seksi Data dan Potensi; 

b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan 

c. Seksi Dukungan Teknis Komputer. 

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian   

a. Seksi Bimbingan Pendaftaran; 

b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan 

c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan. 
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4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan  

a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; 

b. Seksi Bimbingan Penagihan; 

c. Seksi Intelijen; dan 

d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. 

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen; 

b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan 

c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. 

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan  

a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I; 

b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II; 

c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan 

d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV;  

7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Kanwil 

 

Target Penerimaan Pajak Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sebesar                    

Rp 36.765.561.910.556,- (Tiga Puluh Enam Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima 

Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus 

Lima Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp   36.817.033.697.231,- (Tiga 

Puluh Enam Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Enam 

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). 

 

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya  

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, 

dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat; 

f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 

g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk 

layanan perpajakan; 

h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal 

dan eksternal; 

j. pemutakhiran basis data perpajakan; 

k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 

p. pelaksanaan administrasi kantor. 

Sedangkan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai 

struktur organisasi sebagai berikut:  

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;  

d. Seksi Pelayanan; 

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI  

f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 2. Struktur organisasi KPP Madya 

 

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama  

 KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung 

Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi 

subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang 

KPP;  

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak; 

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat; 

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;  

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 
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j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan; 

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan 

eksternal; 

m. pemutakhiran basis data perpajakan; 

n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 

t. pelaksanaan administrasi kantor. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, 

yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II dimana struktur yang 

membedakan adalah KPP Pratama Kelompok I mempunyai 6 (enam) Seksi 

Pengawasan sedangkan KPP Pratama Kelompok II mempunyai 5 (lima) Seksi 

Pengawasan. Struktur organisasi KPP Pratama terdiri dari: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

c. Seksi Pelayanan; 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; 

e. Seksi Pengawasan I-VI (untuk KPP Pratama Kelompok I) Seksi Pegawasan I-V 

(untuk KPP Pratama Kelompok II) 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama 

 

B. Mandat yang diberikan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sebagai lembaga pemerintah, tugas dan 

fungsinya merupakan amanat (mandat) dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak melalui pelayanan prima, 

bimbingan dan konsultasi, pengelolaan data, penagihan dan pemeriksaan dengan 

melaksanakan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

 

C. Peran Strategis Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 

Dalam melaksanakan amanat (mandat) tersebut, Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat I melaksanakan peran strategis yaitu melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi 

dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perpajakan yang ada dalam wilayah 

wewenangnya. 

 

D. Potensi dan Permasalahan 

Mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka 

pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan wewenang DJP untuk 

mempertahankan tugasnya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai 

APBN secara mandiri. 

*) Pada KPP Pratama Kelompok I terdapat 6 Seksi Pengawasan dan KPP Pratama 
Kelompok II terdapat 5 Seksi Pengawasan  
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Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dalam melaksanakan peran strategisnya 

tentu juga terdapat permasalahan dan tantangan yang akan berimplikasi kepada 

rencana strategisnya, yaitu melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, 

pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan, serta pengendalian 

pelaksanaan tugas di bidang perpajakan di lingkungan wilayah kerja yang menjadi 

wewenangnya. Untuk itu Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I telah memetakan 

potensi dan masalah yang ada agar tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat I tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai kementerian yang diinginkan, 

yaitu sebagai berikut:   

 

1. Kekuatan (Strength)  

1.1 SDM yang cukup banyak dan handal 

Tersedianya sumber daya manusia dan didukung dengan adanya 

penerapan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib 

dilakukan dan hal - hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut 

sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik 

ini diawasi oleh Komite Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian Keuangan. 

Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I adalah 

sebanyak 1.765 orang dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2024 

 

No NAMA KANTOR Es II Es III Es IV Pelaksana Fungsional Total 

1 Kanwil DJP Jawa Barat I 1 6 21 89 42 159 

2 KPP Madya Bandung 0 1 9 71 32 113 

3 KPP Madya Dua Bandung 0 1 10 60 33 104 

4 
KPP Pratama Bandung 
Bojonagara 

0 1 9 72 18 100 

5 
KPP Pratama Bandung 
Cibeunying 

0 0 10 64 25 99 

6 
KPP Pratama Bandung 
Cicadas 

0 1 10 69 21 101 

7 
KPP Pratama Bandung 
Tegallega 

0 1 10 76 26 113 

8 KPP Pratama Ciamis 0 1 10 78 11 100 

9 KP2KP Banjar 0 0 1 3 0 4 

10 KPP Pratama Cianjur 0 1 10 71 13 95 

11 KPP Pratama Cimahi 0 1 10 79 21 111 

12 KPP Pratama Purwakarta 0 1 10 61 15 87 

13 KPP Pratama Soreang 0 1 10 73 20 104 

14 KPP Pratama Majalaya 0 1 9 63 12 85 

15 KPP Pratama Sukabumi 0 1 10 85 22 118 

16 KP2KP Pelabuhan Ratu 0 0 1 3 0 4 

17 KPP Pratama Sumedang 0 1 9 56 12 78 

18 KPP Pratama Tasikmalaya 0 1 10 74 14 99 

19 KPP Pratama Garut 0 1 10 68 12 91 

 JUMLAH 1 21 179 1215 349 1765 
 

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 
Tahun 2024 
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Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 

 
 

No NM KANTOR SD SLTP SMU D1 D2 D3 S1 S2 S3 Total 

1 Kanwil DJP Jawa Barat I 0 0 2 14 0 37 45 61 0 159 

2 KPP Madya Bandung 0 0 4 11 0 17 54 27 0 113 

3 KPP Madya Dua Bandung 0 0 2 14 0 19 40 29 0 104 

4 KPP Pratama Bandung Bojonagara 0 0 3 17 0 8 57 14 1 100 

5 KPP Pratama Bandung Cibeunying 0 0 0 15 0 14 55 15 0 99 

6 KPP Pratama Bandung Cicadas 0 0 6 15 0 10 53 17 0 101 

7 KPP Pratama Bandung Tegallega 0 0 5 19 0 19 56 14 0 113 

8 KPP Pratama Ciamis 0 0 2 20 0 22 47 9 0 100 

9 KP2KP Banjar 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 

10 KPP Pratama Cianjur 0 0 6 23 0 16 37 13 0 95 

11 KPP Pratama Cimahi 0 0 5 19 0 19 53 15 0 111 

12 KPP Pratama Purwakarta 0 0 6 12 0 13 45 11 0 87 

13 KPP Pratama Soreang 0 0 3 15 0 16 60 10 0 104 

14 KPP Pratama Majalaya 0 0 5 17 0 16 38 9 0 85 

15 KPP Pratama Sukabumi 0 0 1 27 0 23 54 16 1 122 

16 KP2KP Pelabuhan Ratu 0 0 1 2 0 0  1 0 4 

17 KPP Pratama Sumedang 0 0 4 19 0 14 30 11 0 78 

18 KPP Pratama Tasikmalaya 0 0 3 22 0 16 47 10 1 99 

19 KPP Pratama Garut 1 0 5 18 0 17 38 13 0 91 

 JUMLAH 1 0 68 343 0 321 809 295 3 1765 

 
Tabel 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2024 
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1.2. Penerapan prinsip Good Governance yang semakin baik 

1.3. Tersedianya data dan informasi  

 Sistem Informasi DJP (SI DJP), Sistem informasi dan teknologi lainnya 

seperti jaringan internet. 

1.4. Hubungan dengan Pemerintah Daerah yang semakin baik 

1.5. Sarana dan Prasarana; 

A. Gedung 

a. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menempati Gedung Keuangan 

Negara, Gedung G, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung. 

b. KPP Madya Bandung menempati Gedung Keuangan Negara, 

Gedung K, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung. 

c. KPP Madya Dua Bandung, menempati di Jalan Ibrahim Adjie 

Nomor 372, Bandung. 

d. KPP Pratama Bandung Bojonagara menempati gedung di Jalan 

Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2, Bandung. 

e. KPP Pratama Bandung Cibeunying menempati gedung di Jalan 

Purnawarman Nomor 21, Bandung. 

f. KPP Pratama Bandung Cicadas menempati gedung di Jalan 

Soekarno-Hatta Nomor 781, Bandung.  

g. KPP Pratama Bandung Tegallega  menempati gedung di Jalan 

Soekarno-Hatta Nomor 216, Bandung. 

h. KPP Pratama Ciamis menempati gedung di Jalan H. Soejoed,  

Ciamis. 

i.    KPP Pratama Cianjur menempati gedung di Jalan Jl. Arif 

Rahman Hakim No.55, Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten 

Cianjur. 

j.    KPP Pratama Cimahi menempati gedung di Jalan Jend. H. Amir 

Machmud Nomor 574, Cimahi. 

k.    KPP Pratama Purwakarta menempati gedung di Jalan Raya 

Ciganea Nomor 1, Bunder, Purwakarta. 

l.    KPP Pratama Soreang menempati gedung di Jalan Raya 

Cimereme Nomor 205, Ngamprah, Kab. Bandung Barat. 

m. KPP Pratama Majalaya menempati gedung di Jalan Peta Nomor 

7, Bandung. 
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n. KPP Pratama Sukabumi menempati gedung di Jalan RE. 

Martadinata Nomor 1, Sukabumi. 

o. KPP Pratama Sumedang menempati gedung di Jl. Kolonel 

Ahmad Syam Jalan No.69A, Sayang, Kec. Jatinangor, 

Kabupaten Sumedang  

p. KPP Pratama Tasikmalaya menempati gedung di Jalan Sutisna 

Senjaya Nomor 154, Tasikmalaya. 

q. KPP Pratama Garut menempati gedung di Jalan Pembangunan 

Nomor 224, Garut. 

r.    KP2KP Banjar menempati gedung di Jalan Dalem Kaum No.1 

Banjar. 

s.    KP2KP Pelabuhan Ratu menempati gedung di Jalan 

Bhayangkara Km. 1, Pelabuhan Ratu. 

B. Kendaraan, mebel, ATK dan lain-lain yang jumlahnya sudah mencukupi 

untuk mendukung operasional kantor. 

1.6. Adanya peraturan perpajakan  

      Salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah adanya peraturan  

perpajakan yang bersifat kondusif sehingga dapat mencakup seluruh 

kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha. 

 

2. Kelemahan (Weakness)  

1. Penempatan SDM yang belum merata,  

2. Masih banyaknya Grey Area dalam peraturan perpajakan,  

3. Data Base yang belum memadai, 

4. Data yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal, 

 

3. Peluang (Opportunity)  

1. Dana yang besar dalam meningkatkan IT,  

2. Peningkatan kapasitan dan wewenang DJP, 

3. Menggali potensi dari data yang masuk,  

4. Perluasan basis data pajak, 

5. Peran Humas dalam meningkatkan peran aktif masyarakat, dan 

6. Transformasi kelembagaan yang sudah berjalan, 

7. Support data dari pihak ketiga. 
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4. Ancaman (Threat)  

1. Masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana 

perpajakan, 

2. Tuntuntan masyarakat dalam pelayanan dan kemudahan 

pelaksanaan perpajakan semakin tinggi, 

3. Semakin banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan aturan 

perpajakan yang grey area,  

4. Masih banyaknya Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi 

yang sebenarnya, dan 

5. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau berhubungan langsung 

dengan Kantor Pajak terkait masalah perpajakannya. 

 

E. Sistematika Pelaporan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian 

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

  Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issues) yang sedang dihadapi organisasi 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra dan 

proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar 

PK tahun 2024.. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran 
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BAB II 
 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi 

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, 

nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan 

memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024, maka Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat I dalam menyusun visi, misi, dan renstranya mengacu pada 

renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

A. Rencana Strategis 

1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya  

      Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 

tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2020 - 2024, Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:  

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 

Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 

Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 

Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkeadilan”.  

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan 

negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi 

mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh 

stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan  

administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan 

dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan 

terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan 
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yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang 

berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan 

yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat 

kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan 

kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban 

wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang 

berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan 

sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun 

penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. 

 

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: 

menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat 

pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan 

penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis 

digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi 

Direktorat Jenderal Pajak adalah:  

“1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia;  

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 

berintegritas, profesional, dan bermotivasi”.  

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang 

selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang 

efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, 

penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas 

diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek 

dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, 
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proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, 

dan bermotivasi. 

 

3. Nilai-Nilai Kemenkeu 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, 

berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut: 

• Integritas – berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan 

benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

• Profesionalisme – bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 

terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

• Sinergi – membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 

yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 

berkualitas.  

• Pelayanan – memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 

kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 

akurat dan aman. 

• Kesempurnaan – senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala 

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 

 

4. Tujuan 

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan 

sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat I adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan 

diantara unit-unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP untuk pencapaian 

penerimaan pajak yang ditetapkan. 

 

5. Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai 

secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral 

dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas Kantor Wilayah 

DJP Jawa Barat I  mempunyai sasaran strategis yaitu: 

1. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal 

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 
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4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

7. Penegakan hukum yang efektif 

8. Penanganan upaya hukum yang efektif 

9. Data dan Informasi yang berkualitas 

10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 

11. Pengelolaan keuangan yang Akuntabel 

 

6. Kebijakan 

Untuk mencapai  tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan 11 (sebelas) 

kebijakan (Sasaran Strategis) yaitu : 

A. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal 

B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

C. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

D. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 

E. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

F. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

G. Penegakan hukum yang efektif 

H. Penanganan upaya hukum yang efektif 

I. Data dan Informasi yang berkualitas 

J. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

K. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

 

7. Program Kerja 

Kebijakan (Sasaran Strategis) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tersebut 

dijabarkan dalam Indeks Kinerja Utama sebagai berikut: 

A. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal  

1. Persentase realisasi penerimaan pajak 

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 
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2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

C. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) 

D. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan 

2. Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan 

E. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

1. Persentase pengawasan pembayaran masa 

F. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan  

2. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 

tepat waktu 

G. Penegakan hukum yang efektif 

1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 

2. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi 

H. Penanganan upaya hukum yang efektif 

1. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu 

2. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif 

I. Data dan informasi yang berkualitas 

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan 

dan penyediaan data potensi perpajakan 

2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 

J. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

1. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 

2. Indeks Penilaian Integritas Unit 

3. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan 

Manajemen Risiko 

K. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 
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Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat 

Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. 

Dalam pembuatan Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI KPDJP 

mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJM, araham Menteri, dan juga masukan dari 

Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun 

Perbaikan. 

 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, 

capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 

maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020—2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi 

tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. 

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) 

agenda pembangunan. 

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP 

adalah  “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan”. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung 

strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 

2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.  

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara 

nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis 

penerimaan pajak nasional 

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration 

system). 

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem 

administrasi perpajakan yang terintegrasi. 
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B. Penetapan Kinerja 

 
Untuk dapat merealisasikan program-program tersebut di atas, ditetapkan 

Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir. 

 

 

 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 23 

 

 

 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 24 

 

 

 

 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 25 

 

 

 

 
 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 26 

 

 

 
 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 27 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 28 

 

 
 

 
 

 



PERENCANAAN KINERJA BAB II 

 

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I 29 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 2024 

Indikator Kinerja IKU Target Realisasi 

% 

Capaian 

Tahun 

2024 

% 

Capaian 

Tahun 

2023 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100.14% 100.14% 102.94% 

1b-N 

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas 

100 108.72 108.72% 112.84% 

2a-CP 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

100% 100.11% 100.11% 105.30% 

2b-CP 

Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi 

100% 103.65% 103.65% 97.73% 

3a-CP 

Persentase realisasi penerimaan pajak 

dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 

Material (PKM) 
 

100% 100.53% 100.53% 79.67% 

4a-CP 

Persentase perubahan perilaku lapor 

dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

74% 88.80% 120% 120% 

4b-N 

Indeks kepuasan pelayanan, 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan 

100% 108.46% 108.46% 103.03% 

5a-CP 

 

Persentase pengawasan pembayaran 

masa 
90% 120% 120% 120% 
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Indikator Kinerja IKU Target Realisasi 

% 

Capaian 

Tahun 

2024 

% 

Capaian 

Tahun 

2023 

6a-CP 

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau 

keterangan 

100% 120% 120% 120% 

6b-N 

Efektivitas Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 

tepat waktu 

100% 117.77% 117.77% 120% 

7a-CP 
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 

penilaian 
100% 120% 120% 120% 

7b-CP 
Tingkat Efektivitas Penegakan 

Hukum, Penagihan dan Kolaborasi 
90% 106.18% 117.98% 120% 

8a-CP 
Persentase penyelesaian keberatan dan 

non-keberatan tepat waktu 
86.5% 99.39% 114.90% 120% 

8b-N 
Persentase penanganan upaya hukum 

yang efektif 
63% 86.98% 120% 120% 

9a-N 

Persentase produksi Laporan Hasil 

Analisis (LHA) data perpajakan dan 

penyediaan data potensi perpajakan 

100% 120% 120% 115% 

9b-N 
Persentase penghimpunan data 

regional dari ILAP  
55% 77.61% 120% 120% 

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 90 113.91 120% 113.51% 

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 100 114.12 114.12% 113.72% 

10c-N 

Indeks Efektivitas Implementasi 

Manajemen Kinerja dan Manajemen 

Risiko 

90 99.06 110.07% 106.86% 
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Indikator Kinerja IKU Target Realisasi 

% 

Capaian 

Tahun 

2024 

% 

Capaian 

Tahun 

2023 

11a-CP 
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 

anggaran 
100 120 120% 115.06% 

Tabel 5. Capaian Kinerja Kanwil Tahun 2024 

 

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas Tahun 2023 Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat I mendapatkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indeks capaian 

sebesar 108.02% sementara Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mendapatkan 

capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indeks capaian sebesar 110.26%. 

Mengalami peningkatan sebesar 2.24% dibandingkan dengan tahun lalu. 

Pencapaian NKO di Kanwil DJP Jawa Barat I tidak lepas dari pencapaian Unit Kerja 

di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Berikut tabel pencapaian NKO yang di peroleh Unit 

Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I: 

 

Tabel 6. Capaian NKO di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I 
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Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat I dalam 

rangka pencapaian target kinerja:  

1a-CP  Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 

T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y 2024 

Target 23% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 22.44% 47.88% 47.88% 67.24% 67.24% 100.14% 100.14% 

Capaian 

(Max 

120) 

97.57% 95.76% 95.76% 89.65% 89.65% 100.14% 100.14% 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta 

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

• Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang 

asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target 

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-

undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP 

yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana 

Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil 

DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan 
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Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per 

KPP. 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di 

KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun 

diadministrasikan di KPP baru. 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak 

x 100% 
Target penerimaan pajak 

 

• Realisasi IKU 
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Penerimaan Netto s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 36.817.033.697.231 

atau 100,14% dari target dan melampuai target trajectory Triwulan III 2024 sebesar 100%. 

Realisasi Restitusi s.d. tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.547.623.934.628 tumbuh 

21,48% (yoy).  

Target Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2024 mengalami kenaikan 11,74 

% dibanding target penerimaan sebelumnya. Di awal Tahun 2024 Triwulan I penerimanaan 

pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami ketidakstabilan dikarenakan dampak Pemilu. 


